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Abstrak 

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Hal tersebut 

dinyatakan dalam Pasal 5 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwasanya kekuasaan pemerintahan 

berada di tangan Presiden. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa kekuasaan eksekutif 

berada di tangan Presiden, sehingga dalam pelaksanaan sistem pemerintahan dari tingkat 

pemerintah terbawah sampai tingkat atas terpusat pada kekuasaan presiden. Namun dalam 

kenyataannya kekuasaan Presiden tidak bisa berjalan secara maksimal dengan kata lain sistem 

presidensial masih terpengaruh oleh kondisi politik yang terpusat di DPR dengan kata lain 

Indonesia masih belum bisa melepas sistem parlementer secara penuh. 

 

Kata Kunci : Presiden, sistem presidensil, politik 

 

 
PENDAHULUAN 

Kekuasaan yang sangat luas ini 

selama pemerintahan orde baru tidak 

diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 

bentuk-bentuk yang bersifat lebih 

operasional, dengan batas-batas 

tanggungjawab dan kewenangan yang jelas. 

Ketiadaan batas- batas tersebut 

menyebabkan Pasal 4 ayat (1) menjadi 

pegangan utama satu- satunya bagi 

kekuasaan pemerintahan ini
1
 

Kekuasaan legislatif, kekuasaan 

yudikatif serta kekuasaan militer dan 

darurat, merupakan tambahan dari 

kekuasaan presiden yang konvensional. 

Secara konseptual, ketiga kekuasaan yang 

langsung diberikan oleh UUD 1945 ini 

                                                           
1
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tidak dilakukan secara mandiri oleh 

presiden, namun pada taraf pelaksanaan 

tampak kekuasaan presiden begitu dominan, 

terutama dalam bidang pembentukan 

undang- undang dan dalam kedudukanya 

sebagai penguasa tertinggi militer. 

Legitimasi konstitusi saja tampaknya tidak 

cukup bagi orde baru. 

Jadi cukup jelas sebenarnya 

kekuasaan presiden yang besar yang 

diberikan oleh UUD 1945 selama masa 

berlakunya, cenderung dimanfaatkan oleh 

rezim yang berkuasa untuk kepentingan-

kepentingan politiknya sendiri. Kekuasaan 

presiden ini kemudian hanya menjadi 

instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan 

golongan tertentu yang pragmatis sifatnya 

dan secara empiris selalu mengorbankan, 

atau paling tidak mengeliminasi, 
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kepentingan demokratisasi di Indonesia 

Adanya keinginan untuk 

memperbaiki sistem ketatanegaraan 

Indonesia menuju Indonesia yang lebih 

baik, telah membawa bangsa Indonesia 

pada keinginan untuk mengamandemen 

UUD 1945. Secara akademis gagasan agar 

UUD 1945 diamandemen sebenarnya telah 

lama muncul yang dapat dijumpai dalam 

berbagai publikasi. Namun sebagai bagian 

dari agenda politik gagasan ini baru 

memperoleh momentumnya setelah jatuhnya 

rezim orde baru pada bulan Mei 1998 

Penelitian ini ingin menjadi bagian 

dari wacana tentang kekuasaan 

pemerintahan oleh Presiden dan 

kekuasaannya sebagai Kepala Negara. 

Dalam studi ini dipaparkan dan dianalisis 

bentuk-bentuk kekuasaan pemerintahan 

oleh Presiden sebagai Kepala Negara, 

yang secara normatif didasarkan pada 

UUD 1945 dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. 

Berkaitan dengan perubahan UUD 1945 

yang telah dilakukan, akan dilakukan studi 

hukum yang akan penulis cantumkan 

dalam Penelitian yaitu tentang 

Implementasi Kekuasaan Pemerintahan 

oleh Presiden sesudah perubahan UUD 

1945. 

                                                           

Rumusan Masalah : 

 Dari uraian latar belakang tersebut 

diatas, maka penulis menarik permasalahan 

mengenai penerapan kekuasaan pemerintah 

oleh presiden : 

 

1. Bagaimana presiden melaksanakan 

kekuasaan pemerintah sesudah 

perubahan UUD 1945? 

2. Hambatan-hambatan yang terdapat 

dalam implementasi pelaksanaan 

kekuasaan pemerintahan oleh 

Presiden sesudah perubahan UUD 

1945? 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitan yang digunakan adalah 

penelitian hukum normatif (yuridis 

normatife), yaitu pendekatan yang 

menggunakan konsepsi legis positivistis. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Setelah menelaah, 

mempelajari, dan 

mempertimbangkan dengan 

seksama dan sungguh-sungguh 

hal-hal yang bersifat mendasar 

yang dihadapi oleh rakyat, 

bangsa, dan negara, serta 

dengan menggunakan 

kewenangannya bardasar Pasal 

37 UUD 1945, Majelis 

Permusyarawatan Rakyat telah 

menetapkan untuk  mengadakan 

perubahan UUD 1945. 

Dengan dasar pemikiran 

bahwa dalam Undang-undang 

Dasar 1945 menetapkan 

kekuasaan tertinggi terletak di 
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tangan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, 

Kekuasaan yang sangat besar 

kepada Presiden, terdapat 

beberapa pasal yang 

menimbulkan multi tafsir, 

Pengaturan lembaga negara oleh 

Presiden melalui Undang-

undang dan adanya praktek 

ketata negaraan yang tidak 

sesuai dengan jiwa Pembukaan 

UUD 1945. 

Dengan tujuan 

perubahan untuk 

menyempurnakan aturan dasar 

tentang Tatanan negara, 

Kedaulatan Rakyat, menjunjung 

tinggi Hak Asasi Manusia, 

Pembagian kekuasaan dan 

kesejahteraan sosial yang 

merata serta menjaga eksistensi 

negara demokrasi dan negara 

hukum sesuai aspirasi dan 

kebutuhan bangsa Indonesia , 

maka Perubahan UUD 1945 

dilaksanakan. 

Perubahan Pertama 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Naskah perubahan ini 

merupakan bagian tak terpisah 

dari naskah Undang-Undang 

Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 yang asli. 

Perubahan tersebut diputuskan 

dalam Rapat Paripurna Majelis 

Permusyawaratan Rakyat ke-

12, tanggal 19 Oktober 1999 

Sidang Umum Majelis 

Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia dan mulai 

berlaku pada tanggal ditetapkan, 

19 Oktober 1999. 

Hasil Penelitian pustaka 

yang penulis lakukan dalam 

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 

Dasar 1945 Presiden memegang 

kekuasaan pemerintahan. 

Selanjutnya dalam Perubahan 

Pertama tentang kekuasaan 

pemerintahan negara oleh 

Presiden tersebut telah diadakan 

perubahan yang sangat 

signifikan. 

Sebelumnya Presiden 

memegang kekuasaan 

membentuk undang- undang 

dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat diubah 

menjadi Presiden berhak 

mengajukan rancangan undang-

undang kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

Sebelum dilakukan 

amandemen terhadap UUD 

1945 masalah ini menjadi hal 

yang sangat mendasar dan 

selalu menjadi perhatian para 

pengkaji hukum tata negara, 

karena UUD 1945 memberikan 
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kekuasaan yang luar biasa 

kepada eksekutif (executive 

heavy). 

Pada perubahan 

pertama juga telah dilakukan 

pembatasan- pembatasan 

terhadap kekuasaan 

pemerintahan oleh Presiden. 

Sebelumnya Presiden 

memegang jabatannya selama 

masa lima tahun dan 

sesudahnya dapat dipilih 

kembali. Perubahannya menjadi 

Presiden memegang jabatan 

selama lima tahun dan 

sesudahnya dapat dipilih 

kembali dalam jabatan yang 

sama hanya untuk satu masa 

jabatan, hal tersebut didasarkan 

pada pemahaman mengenai 

maksud bentuk pemerintahan 

republik. 

Tentang sumpah dan 

janji Presiden dihadapan 

Majelis Permusyawaratan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan 

Rakyat sebelum memangku 

jabatannya juga diadakan 

perubahan. 

Sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 9 ayat (2) yang 

bunyinya : Jika Majelis 

Permusyawaratan Rakyat

 atau Dewan Perwakilan 

Rakyat tidak dapat mengadakan 

sidang, Presiden dan Wakil 

Presiden bersumpah menurut  

agama,  atau  berjanji dengan  

sungguh-sungguh  dihadapan 

pimpinan  Majelis  

Permusyawaratan  Rakyat  

dengan  disaksikan  oleh 

Pimpinan Mahkamah Agung. 

Kekuasaan pemerintahan 

oleh presiden yang lain adalah 

dalam hal mengangkat duta dan 

konsul juga diadakan 

perubahan dari yang 

sebelumnya yaitu dalam hal 

mengangkat duta Presiden 

harus memperhatikan 

pertimbangan Dewan Perwakilan 

Rakyat.  Dalam menerima 

penempatan duta negara lain 

Presiden juga harus 

memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

Dalam memberikan 

grasi dan rehabilitasi Presiden 

harus memperhatikan 

pertimbangan Mahkamah 

Agung. Sedangkan dalam 

pemberian amnesti dan abolisi 

Presiden harus memperhatikan 

pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat. Sementara 

dalam pemberian gelar, tanda 

jasa dan lain-lain tanda 

kehormatan yang sebelumnya 
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tidak diatur harus diatur dengan 

Undang-undang. 

Beberapa pasal yang 

menimbulkan multi tafsir 

yang berhubungan dengan 

kekuasaan pemerintahan 

negara oleh presiden tersebut 

telah diadakan perubahan 

sehingga hal yang sangat 

mendasar dan selalu menjadi 

perhatian para pengkaji 

hukum tata negara, karena 

UUD 1945 memberikan 

kekuasaan yang luar biasa 

kepada eksekutif (executive 

heavy) dalam konteks ini 

Presiden menjadi pasti / 

jelas dan tidak menimbulkan 

salah penafsiran. 

Perubahan Kedua Udang-

Undang Dasar Negara  Republik 

Indonesia Tahun 1945 

ditetapkan pada tanggal 18 

Agustus 2000. Perubahan 

Kedua Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 diputuskan dalam 

Rapat Paripurna Majelis 

Permusyawaratan Republik 

Indonesia ke-9 tanggal 19 

Agustus 2000 Sidang Tahunan 

Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia dan 

mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. Dalam perubahan 

kedua ini hasil penelitian 

pustakan oleh penulis yang 

berkaitan dengan kekuasaan 

pemerintahan negara oleh 

Presiden tidak diadakan 

perubahan lagi. 

Perubahan ketiga 

Undang-Undang Dasar Negara 

1945 naskah perubahannya 

merupakan bagian tak 

terpisahkan dari naskah 

Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945. 

Perubahan tersebut diputuskan 

dalam Rapat Paripurna MPR RI 

ke-7 (lanjutan ke 2) tanggal 9 

November 2001 Sidang Tahunan 

MPR RI dan mulai berlaku pada 

tanggal ditetapkan yaitu 9 

November 2001. 

Penulis meneliti bahwa 

dalam perubahan ketiga ini 

kekuasaan pemerintahan negara 

oleh Presiden mengalami 

beberapa perubahan mulai 

syarat-syarat menjadi Presiden 

sampai dengan pembuatan 

perjanjian Internasional. Pada 

naskah asli UUD 1945 

Presiden adalah orang 

Indonesia asli, telah diadakan 

perubahan bahwa Calon 

Presiden dan Calon Wakil 

Presiden harus seorang warga 

negara Indonesia sejak 

kelahirannya dan  tidak  pernah  
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menerima  kewarga  negaraan 

lain,  baik karena kehendaknya 

sendiri maupun orang lain, tidak 

pernah mengkhianati negara 

serta mampu secara jasmani dan 

rohani untuk melaksanakan 

tugas dan kewajiban sebagai 

Presiden atau Wakil Presiden. 

Persyaratan untuk menjadi 

Presiden dan Wakil Presiden 

diatur lebih lanjut dengan 

Undang-undang. 

Dalam naskah asli 

Presiden dan Wakilnya dipilih 

oleh Majelis Permusyawaratan 

Rakyat dengan suara yang 

terbanyak. Diadakan perubahan 

bahwa Presiden dan Wakil 

Presiden dipilih dalam satu 

pasangan secara langsung oleh 

rakyat. Pasangan Calon 

Presiden dan Wakilnya 

diusulkan oleh partai politik dan 

gabungan partai politik peserta 

pemilu sebelum pelaksanaan 

pemilu. Pasangan calon  

Presiden  dan Wakil Presiden 

yang mendapatkan suara lebih 

dari lima puluh persen dari 

jumlah suara dalam pemilu 

dengan sedikitnya dua puluh 

persen suara di setiap provinsi 

yang tersebar di lebih dari 

setengah jumlah provinsi di 

Indonesia, yang akan dilantik 

menjadi Preseiden dan Wakil 

Presiden. 

Tentang pemberhentian 

Presiden dan/atau Wakil 

Presiden sebagai pelaksana 

kekuasaan pemerintahan negara 

yang dalam naskah asli UUD 

1945 tidak diatur diadakan 

perubahan yaitu berupa 

penambahan pasal 7 A UUD 

1945 yang keseluruhan berbunyi 

: 

Presiden dan/atau Wakil 

Presiden dapat diberhentikan 

dalam masa jabatannya oleh 

Majelis Permusyawaratan 

Rakyat atas usul Dewan 

Perwakilan Rakyat, baik 

apabila terbukti melakukan 

pelanggaran berupa 

pengkhianatan terhadap negara, 

korupsi, penyuapan, tindak 

pidana berat lainnya, atau 

perbuatan tercela maupun 

apabila terbukti tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil 

Presiden. 

Usul pemberhentian 

Presiden dan Wakil Presiden 

dapat diajukan oleh DPR 

kepada MPR hanya dengan 

terlebih dahulu mengajukan 

permintaan kepada Mahkamah 

Konstitusi untuk memeriksa,  
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mengadili dan memutus 

pendapat DPR bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden telah 

melakukan pelanggaran hukum 

berupa pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, 

tindak pidana berat lainnya, 

atau perbuatan tercela dan/atau 

pendapat bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak 

lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil 

Presiden. 

Pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat tersebut 

adalah dalam rangka 

pelaksanaan fungsi pengawasan 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

Selanjutnya diatur dalam pasal 7 

B ayat (3) bahwa Pengajuan 

permintaan DPR kepada 

Mahkamah Konstitusi hanya 

dapat dilakukan dengan 

dukungan sekurang-kurangnya 

2/3 dari jumlah anggota DPR 

yang hadi dalam sidang 

paripurna yang dihariri oleh 

sekurang-kurangnya 2/3 dari 

jumlah anggota DPR. 

Terhadap pengajuan 

permintaan atas pendapat DPR 

tersebut Mahkamah Konstitusi 

Wajib memeriksa, mengadili 

dan memutus dengan seadil-

adilnya terhadap pendapat DPR 

tersebut paling lama sembilan 

puluh hari setelah permintaan 

DPR tersebut diterima oleh 

Mahkamah Konstitusi. 

Apabila Mahkamah 

Konstitusi memutuskan bahwa 

Presiden dan/atau Wakil 

Presiden terbukti melakukan 

pelanggaran hukum 

sebagaimana disebut dalam 

pasal 7 B ayat (5) perubahan 

ketiga UUD 1945, maka 

Dewan Perwakilan Rakyat 

menyelenggarakan Suidang 

Paripurna untuk meneruskan 

usul pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden 

kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. 

Majelis Permusyawaratan 

Rakyat selanjutnya wajib 

mengadakan Sidang untuk 

memutuskan usul DPR tersebut 

paling lama tiga puluh hari 

dan harus diambil keputusan 

dalam rapat paripurna yang 

dihadiri oleh sekurang- 

kurangnya ¾ dari jumlah 

anggota dan disetujui oleh 

sekurang-kurangnya 2/3 dari 

jumlah anggota yang hadir, 

setelah sebelumnya Presiden 

dan Wakil Presiden diberi 

kesempatan menyampaikan 

penjelasan dalam rapat 
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paripurna MPR tersebut. 

Ditambahkan pula dalam 

perubahan ketiga UUD 1945 

bahwa Presiden tidak dapat 

membekukan dan/atau 

membubarkan Dewan 

Perwakilan Rakyat (the 

executive has no power to 

dissolve  the legislature). Jika 

kewenangan membubarkan 

parlemen dimiliki oleh 

presiden, maka Presiden dengan 

mudah membubarkan parlemen 

apabila ada gejala kehilangan 

dukungan dari parlemen. 

Kekuasaan pemerintahan 

oleh Presiden dalam perubahan 

ketiga UUD 1945 dalam hal 

membuat perjanjian 

internasional lainnya yang 

menimbulkan akibat yang luas 

dan mendasar bagi kehidupan 

rakyat yang terkait dengan 

beban keuangan negara 

dan/atau mengharuskan 

mengadakan perubahan dan 

atau pembentukan undang-

undang harus dengan 

persetujuan DPR. Ditegaskan 

dalam pasal 11 ayat (2) UUD 

1945. 

Hasil penelitian penulis 

selanjutnya adalah Perubahan 

keempat Undang-Undang Dasar 

Negara 1945. Naskah perubahan 

tersebut merupakan bagian tak 

terpisahkan dari naskah 

Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945. 

Perubahan tersebut diputuskan 

dalam Rapat Paripurna Majelis 

Permusyawaratan Rakyat 

Negara Republik Indonesia ke-

6 (lanjutan) tanggal 10 

November 2002 Sidang 

Tahunan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia dan mulai 

berlaku pada tanggal ditetapkan 

yaitu 10 November 2002. 

Dalam perubahan 

keempat Undang-Undang Dasar 

1945 yang berhubungan dengan 

kekuasaan pemerintahan negara 

yaitu tentang persyaratan 

Presiden dan wakil Presiden. 

Disebutkan dalam pasal 6 A 

ayat (4) Dalam hal tidak ada 

pasangan calon Presiden dan 

Wakil Presiden terpilih, dua 

pasangan calon yang 

memperoleh suara terbanyak 

pertama dan kedua dalam 

pemilihan umum dipilih oleh 

rakyat secara langsung dan 

pasangan yang memperoleh 

suara rakyat terbanyak dilantik 

sebagai Presiden dan Wakil 

Presiden. 

Dalam pasal 8 ayat (3) 
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perubahan keempat UUD 1945 

Apabila Presidan dan Wakil 

Presiden mangkat, berhenti, 

diberhentikan , atau tidak dapat 

melakukan kewajibannya 

dalam masa jabatannya secara 

bersamaan, pelaksana tugas 

kepresidenan adalah Menteri 

Luar Negeri, Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Pertahanan 

secara bersama-sama. 

Selambat-lambatnya tiga 

puluh hari MPR 

menyelenggarakan sidang untuk 

memilih Presiden dan Wakil 

Presiden dari dua pasangan 

calon presiden dan wakil 

presiden yang diusulkan oleh 

partai politik atau gabungan 

partai politik yang pasangan 

calon Presiden dan Wakil 

Presidennya meraih suara 

terbanyak pertama dan kedua 

dalam pemilihan umum 

sebelumnya sampai berakhir 

masa jabatannya. Dalam 

menjalankan kekuasaan 

pemerintahan Presiden dengan 

persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat menyatakan perang, 

membuat  perdamaian dan 

perjanjian dengan negara lain. 

Setelah dilakukan 

perubahan pertama, kedua, 

ketiga, dan keempat 

Amandemen Undang-Undang 

Dasar Negara Republik 

Indonesia selesai (Koran Media 

Indonesia, 12 Agustus 2002 

Hal. 1). Dengan telah 

diselesaikannya reformasi 

konstitusi dan dengan 

memperhatikan satu dan lain hal 

maka oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia dengan 

Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat 

Nomor I/MPR/2002 dilakukan 

pembentukan Komisi Konstitusi. 

Dari keseluruhan 

perubahan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 yang 

penulis lakukan penelitiannya 

dapat diuraikan dalam narasi 

bahwa Sebelum perubahan 

dilakukan Undang- undang 

Dasar 1945 berjumlah 16 bab, 

37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan 

Peralihan, 2 ayat Aturan 

Tambahan dan Penjelasan. 

Setelah dilakukan perubahan 

kesatu sampai dengan keempat, 

maka Undang-undang Dasar 

1945 berjumlah 21 bab, 73 

pasal, 170 ayat, 3 pasal 

Aturan Peralihan, 2 Pasal 

Aturan Tambahan dan Tanpa 

adanya Penjelasan. 
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Dengan latar belakang 

dan kesepakatan dasar bahwa 

perubahan undang-undang dasar 

tidak mengubah Pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945, 

tetap mempertahankan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, 

mempertegas sistem presidensiil, 

penjelasan yang memuat hal-hal 

normatif dimasukkan dalam 

pasal-pasal (batang tubuh) dan 

perubahan dilakukan dengan 

cara adendum. 

Dapat dicermati bahwa 

dari uraian yang penulis 

kemukanan diatas, hal yang 

paling membedakan antar 

Undang-undang Dasar 1945 

sebelum amandemen dan 

Undang-undang Dasar 1945 

sesudah amandemen adalah 

tanpa adanya penjelasan. 

Walaupun ada perbedaan yang 

sangat mendasar menurut hemat 

penulis Undang-undang Dasar 

1945 yang merupakan sumber 

hukum tertinggi dalam tata 

urutan perundang-undangan di 

Indonesia dapat dilaksanakan 

dengan baik atau tidaknya 

terletak pada semangat para 

pemimpin dan para 

penyelenggara negara serta 

seluruh komponen masyarakat 

bangsa Indonesia dalam 

penyelanggaraan pemerintahan 

dan hidupnya negara. 

Tentang implementasi 

kekuasaan pemerintahan negara 

oleh Presiden sesudah 

perubahan Undang-Undang 

Dasar 1945 tetap sebagaimana 

diatur dalam pasal 4 artinya 

Presiden adalah pemegang 

kekuasan pemerintah menurut 

Undang-undang Dasar dan 

pasal 5 ayat (2) Undang-undang  

Dasar  1945  Presiden  adalah  

kepala  kekuasaan eksekutif 

dalam negara. 

Untuk menjalankan 

Undang-undang ia mempunyai 

kekuasaan untuk menetapkan 

peraturan pemerintah (pouvoir 

reglementer). 

Selanjutnya kekuasaan 

pemerintahan negara oleh 

Presiden sebagai Kepala Negara 

sesudah perubahan Undang-

Undang Dasar 1945 antara lain 

dalam menerima penempatan 

duta dari negara lain dengan 

memperhatikan pertimbangan 

Dewan Perwakilan Rakyat, 

dalam memberi grasi dan 

rehabilitasi memperhatikan 

pertimbangan Mahkamah 

Agung, dalam hal memberi 

amnesti dan abolisi 

memperhatikan pertimbangan 
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Dewan Perwakilan Rakyat 

serta dalam memberi gelar, 

tanda jasa dan lain-lain tanda 

kehormatan diatur dengan 

Undang-undang dan membentuk 

dewan pertimbangan yang 

bertugas memberikan nasihat 

dan pertimbangan kepada 

presiden. 

Memang dalam Undang-

undang Dasar 1945 sebelum 

maupun sesudah perubahan 

menurut hemat penulis tidak 

diamanatkan secara tegas bahwa 

Lembaga Kepresidenan dalam 

menjalankan kekuasaan 

pemerintahan negara akan 

diatur dengan Undang-undang 

seperti Lembaga negara yang 

lain misalnya Dewan 

Perwakilan Rakyat, Mahkamah 

Konstitusi, Mahkamah Agung, 

Komisi Yudisial, Tentara 

Nasional Indonesia, Polri, dan 

lain-lain yang diatur dengan 

Undang- undang dibawahnya 

(Undang-undang organik) 

karena negara Indonesia adalah 

negara hukum. 

Dalam menjalankan 

kekuasaan pemerintahan negara 

sesudah perubahan Undang-

undang Dasar 1945 Presiden 

hanya berhak untuk mengajukan 

Rancangan Undang-Undang 

kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat dan tidak lagi memegang 

kekuasaan membentuk Undang-

undang. Kalau kita melihat 

perkembangan implementasi 

pelaksanaan kekuasaan 

Legislatif oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat selaku 

pemegang kekuasaan 

membentuk Undang-undang 

dewasa ini telah terjadi hal 

yang sebaliknya sebelum 

Undang-undang Dasar 1945 

dilakukan perubahan yang 

pertama. Pada waktu itu 

dominasi kekuasaan terletak di 

eksekutif (dominasi lembaga 

kepresidenan) walaupun tidak 

diatur dengan Undang-undang 

organik dibawahnya. 

Sebagai kepala negara 

sesudah perubahan UUD 1945 

Presiden harus dan wajib 

memperhatikan pertimbangan 

dari dua lembaga ketatanegaran 

yaitu Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam hal mengangkat 

Duta dan Konsul, penempatan 

duta negara lain, pemberian 

amnesti dan abolisi serta wajib 

memperhatikan pertimbangan 

Mahkamah Agung dalam hal 

memberikan grasi dan 

rehabilitasi. Kedua 

pertimbangan tersebut 
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sebelumnya tidak diatur dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Hal itu menunjukkan adanya 

pembatasan kekuasaan Presiden 

sebagai Kepala Negara 

KESIMPULAN 

Dari pembahasan yang telah 

dikemukakan sebelumnya, penulis dapat 

menarik suatu kesimpulan bahwa : 

1. Kekuasaan negara yang tidak 

terkontrol di Indonesia sebagai akibat 

dari terpusatnya kekuasaan itu pada 

satu orang dan segala implikasi 

negatifnya, tampaknya mengharuskan 

bangsa ini untuk mengkaji ulang 

konsep kekuasaan pemerintahan oleh 

presiden yang sangat besar tersebut.

 Pandangan negara netral dan 

paham integralistik, yang biasanya 

melegitimasi konsep tersebut, 

sepertinya juga tidak dapat lagi 

dipergunakan untuk menjawab 

kenyataan-kenyataan empiris yang 

terjadi di negara ini. Adanya tuntutan 

demokratisasi di  segala  bidang  yang 

sudah tidak mungkin ditahan lagi, 

mengartikan bahwa sudah saatnya 

kekuasaan presiden yang sangat 

besar harus dibatasi. Namun sebagai 

bagian dari agenda politik gagasan 

ini baru memperoleh momentumnya 

setelah jatuhnya rezim orde baru pada 

bulan Mei 1998 di Indonesia. Setelah

 menelaah, mempelajari, dan 

mempertimbangkan dengan seksama 

dan sungguh-sungguh hal-hal yang 

bersifat mendasar yang dihadapi oleh 

rakyat, bangsa, dan negara, serta 

dengan menggunakan 

kewenangannya bardasar Pasal 37 

UUD 1945, Majelis Permusyarawatan 

Rakyat telah menetapkan untuk  

mengadakan perubahan UUD 1945 

2. Mekanisme  check  and  balance  

yang  berorientasi  pada  terciptanya 

mekanisme  kontrol  antar  lembaga  

negara  sehingga  masing-masing 

lembaga berjalan berdasarkan 

prinsip  akuntabilitas (accountability) 

Karena pertanggungjawaban utama 

adalah pada rakyat, maka penciptaan 

kondisi yang menjamin partisipasi 

rakyat secara optimal harus dibentuk. 

Tentu saja tak semudah itu 

mengharapkan pihak penguasa 

(Eksekutif maupun Legislatif) 

sesudah perubahan UUD 1945 mau 

melaksanakan wewenang,  kewajiban 

dan  haknya  secara  benar,  karena  

Sistem  yang dibangun ini 

ternyata juga memiliki 

kecenderungan  penyimpangan 

kekuasaan  oleh  lembaga  perwakilan  

dan  bertendensi  pada  lemahnya 

lembaga eksekutif. Dalam 

implementasi kekuasaan pemerintahan 

negara sesudah  perubahan  Undang-

undang  Dasar  1945  menggeser  

executif heavy ke arah legislative 

heavy sehingga terkesan bukan 
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keseimbangan yang dituju melalui 

perubahan UUD 1945, tetapi DPR 

ingin memusatkan kekuasaan 
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